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Menimbang : a.

Mengingat

1.

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;

. bahwa dinamika pembangunan mengarahkan Pencegahan

dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui upaya pengelolaan secara
terencana, terpadu, profesional dan bertanggung jawab
serta selaras, serasi dan seimbang dengan menghuni rumah
yang layak, terjangkau, sehat, aman, dan harmonis serta
berkelanjutan;

bahwa berdasarkan ketentuan hurufd angka 3 Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dalam rangka peningkatan mutu
kehidupan dan penghidupan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumubh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822); A
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Cedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5615); e
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Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang berubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
dan Lingkungan,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Menetapkan :

Dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

£ LB

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaiamana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih
dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan
perkotaan atau perdesaan.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan yang terdiri
atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan
Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
penyediaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat.
Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat.

Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah
tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta

prasarana, sarana, dan utilitas umum.
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17.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

18.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak,
sehat, aman, dan nyaman.

19.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan, budaya, dan
ekonomi.

20.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

21.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

22 Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan
Permukiman.

23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau Sulawesi
dan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah
Kabupaten Bulukumba.

24.Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah
penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

25.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan
Permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik
fungsi.

26.Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan
dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk aspek tata
bangunan.

27.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan peran masyarakat
dengan memobilitasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk
mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman laik huni.

28.Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau
pembangunan kawasan Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan
dan Permukiman yang layak huni.

29. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara
menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
Perumahan dan Permukiman.

30.Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat
terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang
tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dan/atau rawan bencana.

31.Rehabilitasi adalah jenis penanganan yang bertujuan untuk
mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan Permukiman yang telah
mengalami kemunduran kondisi atau degadrasi, sehingga dapat berfungsi
secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih,
drainase dan lain-lain.

32.Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana,
penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakat di suatu wilayah.

33.Pola Penanganan adalah berbagai pendekatan dan strategi yang diterapkan
pada Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh untuk mengatasi dan
mengurangi kekumuhan suatu daerah.

34.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

EyaaIari
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BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah,
badan hukum dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru dalam mempertahankan Perumahan dan
Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan

b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan kawasan Permukiman yang
layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh baru;

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

penyediaan tanah;

pendanaan dan sistem pembiayaan;

tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; serta

pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

(2]
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BAB II
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria
yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu
Perumahan dan Permukiman.

(2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

bangunan gedung;

. jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

. drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.

mopA0 o
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Pasal 6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata
ruang, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan
dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, yang meliputi
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan
wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman dengan:
a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detail tata

ruang, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan;dan/atau

b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana
detail tata ruang, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

(4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi bangunan pada
Perumahan dan Permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air

dan/atau prasarana/sarana umum;

keselamatan bangunan;

kesehatan bangunan;

kenyamanan bangunan; dan

kemudahan bangunan.

moeap

Pasal 7

(1) Apabila rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a belum
ditetapkan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan
dilakukan dengan merujuk pada persetujuan bangunan gedung untuk
jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan tidak memiliki persetujuan bangunan gedung untuk
jangka waktu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli
bangunan gedung dan/atau dari Perangkat Daerah yang membidangi
bangunan gedung.

Pasal 8
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan

Perumahan atau Permukiman; dan/atau
T TETHTA]

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
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(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan
atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani
dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan
terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan
bentuk.

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ mencakup:

a. tidak tersedia akses aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar
yang berlaku.

(2) Tidak tersedia akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air
minum yang memiliki syarat kualitas.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air
minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak
mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan;

b. ketidaktersediaan drainase; dan

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak
mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan
tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali
setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak
tersedia.

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau
penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang
berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau
Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara

individual/domestik, komunal maupun terpusat.
P
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(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau
Permukiman dimana:

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan
persyaratan teknis; dan
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana
prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau
Permukiman tidak memadai sebagai berikut:

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengelolaan sampah reduce,
reuse, recycle pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman
tidak memenuhi persyaratan:

pewadahan dan pemilahan domestik;

pengumpulan sampah lingkungan;

Pengangkutan sampah lingkungan; dan

pengolahan sampah lingkungan.

aoop

Pasal 13

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup tidak tersedia :
a. prasarana proteksi kebakaran; dan
b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana
proteksi kebakaran yang meliputi:

a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada
instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Tidak tersedia sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana
proteksi kebakaran yang meliputi:

alat pemadam api ringan;

mobil pompa;

mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

peralatan pendukung lainnya.

aoop
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Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan
pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan
letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh:

a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran;

d. di perbukitan; dan

e. di daerah rawan bencana.

(3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam
wilayah Daerah.

(4) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan
dalam rencana tata ruang.

(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB Il
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
a. perizinan;

b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada:

a. tahap perencanaan;
b. tahap pembangunan; dan
c. tahap pemanfaatan.

Epiare
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2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf a meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan bangunan gedung; dan

c. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan
dengan rencana tata ruang; dan

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. bangunan gedung;

. jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

. drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

. proteksi kebakaran.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan
standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlaku; dan

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta
kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis
yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana Pasal 18 ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

mmean o

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap:

. bangunan gedung;

. jalan lingkungan;

. penyediaan air minum;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengelolaan persampahan; dan

proteksi kebakaran.

op

LT -



14

() Pengawasan  dan pengendallan  kenesuntan  terhadap  kelallan  fungsi
nobagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaluakan pada tahnp pemanfantan
Perumahan dan Kawasan Permuldman.

(Y Pengawanan dan pengendallan  kenenualnn  tothadap  kelafkan  fungsl
nebagaimana dimalkand pada ayat (1) dilakukan untulk menjamin:

i Kondisl slatem  pelayanan, luantitan knpasltan dan dimensl sertn
Kualitan bahan atau materlal yang digunakan masih senund dengan
kebutuhan fangalonalinya mastng maning;

b Kondind keberfungalan bangunan beserta prasarana, sarann dan utilitan
umum dalam Pervmaban dan Knwannn Permuldman; dan

¢ kondinl Kerusakan bangunan beserta prasarmnn, sarana dan utilivan
umum tdak mengurangl keberfungalannyn maning-maning.

Paragral 3
Tata Cara Pengawnnan dan Pengendalinn

PPannl 20

Pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  tumbuh  dan  berkembangnyn
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bara sebagaimann dimaksud
dalam Pasal 16, dilakukan dengan carnt

0, pemantavan;

b, evaluasi; dan

¢, pelaporan,

Panal 21

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh baru sebagandmana dimaksud dalam Pasal 20
hurufl a merupnkan kegintan pengamatan yang dilnkukan secara;

a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung,

(2) Pemantaunn sebagaimana dimnksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daernh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran serta
masyarakat,

(3) Pemantauan secarn langsung sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui pengamatan lapangan pada loknsi yang diindikasi
berpotensi menjadi kumuh,

(4) Pemantauan secarn tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data dan informasi mengenal lokasi kumuh yang ditangani; dan
b, pengaduan masyarakat maupun media massa,

(5) Pemantnuan terhadap tumbuh dan berkembangnyn Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidentil.

Pasal 22

(1) Evaluasi dalam rangka pencegnhan tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud
dnlam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan
obyektif terhadap hasil pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai
kesesuaian Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap:

a. perizinan pada tahap perencanaan;
b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfantan. 1 Tk
YL f’-‘;&
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(0 Mawid evalunst sebigatimnnn dimidsud pada aval (1) disertal dongn
rhamendnst pencegahan tmbude din beclonibiagoya Pecamahan Kumuh
dan Parmikdiman Kumul ba

il 20

(0 Pelaporan datam vongha pencegahnn tambuh din bethembangnya

Poruimabian Ko dan Beemuldman Komuh o sebagabimaom dinmloid

tnlam Panal 20 hoout o merapadan Leglatan  penyampainn - haall

Pemantann din eviluasl

elaporan  aebagadmann  dimalimid pada avat (1) dilalisanakian oleh

erangkat Daeral v menyelemggaakann drasan Pomerintahinn bidang

Perimabion iy Kawasan  Peviddman dengan melibatlan — peran

namy kit

elaporan haall pernantannn dinn evaluasl sebagalinann dimakmud pada

avat (1) dijadikon danne bagl Pemerintah Daeval untule melaksanakan

wpava pencegahian tambuh dan berkembangnyn Perumnhan Kamuh dan

Permitkiman Kamuh baca sesual kehutulinm

() Laporan hanil penantanian dan evidunal sebimgalmans dimakaud padi nyal
(1) dapat disebarlunskan kopada manyaralad

(8) Ketentuan lebih lnnfut mengennt pengawasan dan  peogendallan wertin tatn
cara pengawanan dan pengendallian diatue dalam Perataran Duapatl

B

—
e

I'annl 24

(1 Dalam  hal - melakeannkan — pemantauan,  ovaluanl,  dan  pelaporan
nebagatmana  dimaksud  dalam  Pasal 20, wsampal dengan  Pasal 20,
Pemerintab Daerah dapat membentule dan/atau menunfule tenaga ahll,
lembaga dan/atau kelembagann khusun,

() Penunjukkan tennga ahll sebagalmana dimakaud padin ayat (1) ditetaplan
dengan Keputusan Bupati,

Daglan Ketlgn
Pemberdayann Maryaraknt
Paragral 1
Umum

Pannl 25

Pemberdayann masyarakat sebagnimana dimakesud dalam Pasnl 15 hureal b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bldang Perumnhan dan kawnsan
Permukiman melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informaal,

Paragral 2
Pendampingan

Panal 206

(1) Pendampingan  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasnl 25 hurafl n
dimaksudkan untuk meningkatkan kapaaitas masyarakat melalul fasilitasi
pembentukan dan fasilitanl peningkatan  kapasitan  kelompok swadaya
masyarakat,

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keglatan
pelayanan kepadn maayarakat dalam bentuk:

a. penyululnn,
b. pembimbingan; dan

¢ bantuan teknia [!/{ :{p |?-|¢L|



(3) Ketentuan lebihi lanjut mengenal pendampingan sebagalmuns dimabsud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Peranghat  Daerah yang
membidangl perumnhan dan kawasan permuldman,

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanalan dengan

ketentuan tata cara sebagal berlkut;

n, dilaksannkan oleh Pemorintah Daerah yang menyelenggniakon urusan
pemerintahan bldang Perumahan dan Kawasan Permuliiman;

b, dilaksanakan secarn berkaln  untuk  mencegah  tumbuh  dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permuldman Kumuh baru;

c. dilaksanakan dengan melibatkan ahll, akademinl dan/atau 1okoh
masyarakat yang memiliki pengetahunn dan pengalaman  memadal
dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permuldman;

d. dilaksanakan dengan menentukan lokasl Perumnhan dan Knwansan
Permukiman yang membutuhkan pendampingan,

e, dilaksanakan dengan terlebibh dahulu mempelajarl pelaporan hasll
pemantauan dan evalunsi yang telah dibuat balle necara berkaln
maupun seaual kebutuhan atau insidentil; dan

f. dilaksanakan berdasarkan rencann pelaksanann don alokasl anggaran
yang telah ditentukan sebelumnya.

(4

Pasnl 27

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan untuk memberikan informasl dalam meningkathan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkalt pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosinlinasl
dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat
bantu dan/atau alat peraga,

Pasal 28

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hurul b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegintan atau larangan aktivitas
tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnyn
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
¢. pembimbingan kepada dunia usaha,

Pasal 29

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hurufl ¢
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis
berupa:

a. fisik; dan
b. non fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air

minum;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air

o DX
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(3] Ketentuan lebith lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang
membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

{4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh
masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai
dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang membutuhkan pendampingan;

e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala
maupun sesuai kebutuhan atau insidentil; dan

f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran
yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 27

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi
dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat
bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 28

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas
tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 29

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis
berupa:

a. fisik; dan
b. non fisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air

minum;

fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air

limbah; E}_i.: -:| Q;—?;H‘
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L fasilitasi pemelihaman, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahian; dan/atau

8 fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
proteksi kebakaran,

(1) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagnimana dimaksud pada ayat

(1) huraf b meliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b, fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

¢ fanilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

d. fasilitasi pengembangan alternatif pembinyann; dan/atau

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan
swasta,

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 30

(1) Pelayanan informasi sebagnimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
merupakan kegiatan pelayanan  kepada masyarakat dalam bentuk
pemberitaan  hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh,

(2) Pelayanan informasi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana tata ruang;

b. penataan bangunan dan lingkungan;
¢. perizinan; dan

d. standar Perumahan dan Permukiman.

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, |
cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang
mudah dipahami.

BAB 1V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan

(2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan
kawasan Permukiman secara berkelanjutan.

(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

;:;-_Mﬁﬁ f/s;__@_i
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Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 33

(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului
proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 34

Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a,
meliputi identifikasi terhadap:

satuan Perumahan dan kawasan Permukiman;

kondisi kekumuhan;

legalitas tanah; dan

pertimbangan lain.

oo

Pasal 35

(1) Identifikasi satuan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya untuk menentukan
batasan atau lingkup entitas Perumahan dan kawasan Permukiman formal
atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

(2) Penentuan satuan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan kawasan Permukiman
formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi
deliniasi.

(3) Penentuan satuan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan kawasan Permukiman
swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.

(4) Penentuan satuan Perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan pendekatan administratil pada tingkat rukun
tetangga.

(5) Penentuan satuan Permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat
kelurahan/desa.

Bagian Ketiga
Pendataan Lokasi

Pasal 36

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada
suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukan permasalahan
kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.
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Pasal 37

(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢
merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan
pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai
dasar penentuan bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aspek:

a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:

a. kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam
rencana tata ruang, dengan bukti surat informasi tata ruang.

Pasal 38

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang
bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau
Permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yakni kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh)
jiwa/ha;

b. sedang yakni kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu)
sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa/ha;

c. tinggi yakni kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) sampai
dengan 400 (empat ratus) jiwa/ha;

d. sangat padat yakni kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus)
jiwa/ha;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan
atau kawasan Permukiman berupa:

a. potensi sosial yakni tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan;

b. potensi ekonomi yakni adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat
strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yakni adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat.
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Pasal 39

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan
identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan
terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
a. kumuh kategori ringan;

b. kumuh kategori sedang; dan
c. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status tanah legal; dan
b. status tanah tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 41

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1)
berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas tanah, dan tipologi
digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1)
berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan
prioritas penanganan.

Pasal 42

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilengkapi

dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

i
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b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,

(2) Tabel daftar lokasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data
terkalt nama lokasl, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi
kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lain,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format kelengkapan penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 43

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dilakukan
peninjauan ulang minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi
dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai
hasil dari penanganan yang telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
proses pendataan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil peninjauan ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan

Pasal 44

(1) Perencanaan penanganan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)
dilakukan melalui tahap:

persiapan;

survei;

penyusunan data dan fakta;

analisis;

penyusunan konsep penanganan; dan

penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sebagai
dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

meaooe

Bagian Keempat
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi
kekumuhan dan aspek legalitas tanah.

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

AL
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a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan
peran masyarakat.

Pasal 46

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diatur

dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman
kembeali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman
kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman
kembali.

Pasal 47

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan
mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air
serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta
kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanah; dan

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah

Paragraf 2
Pemugaran
Pasal 48

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan
dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
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(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk
mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 49

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (3) huruf b meliputi:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 50

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan
Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan
penghuni dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumabh,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan
terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat
terdampak.

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 51

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (4) huruf a meliputi:

identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;

penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

pendataan masyarakat terdampak;

penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (4) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil

kesepakatan;
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b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman
eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (4) huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 52

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf
¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan
Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan
penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
melalui tahap:

a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasal 53

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:
kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
penghunian sementara untuk masyarakat terdampak pada lokasi lain;
sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
pendataan masyarakat terdampak;
penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;
dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 52 ayat (2) huruf b meliputi:
proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan,
b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan
Permukiman baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Papop
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Bagian Keempat
Pengelolaan
Paragraf 1

Umum
Pasal 54

(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga
kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
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(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya
(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman layak huni.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan Perbaikan.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai
kebutuhan;
pelaksanaan kajian Perumahan dan Permukiman; dan/atau
pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Logop
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Paragraf 2
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 55

(1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak
huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat
dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh.

(2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat
Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak
huni.

(3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
dan/atau

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

(6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

(7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh
masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

(8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya
atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan
dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.

(10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 56

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b dilakukan melalui
perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
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(2) Pemeliharaan rumah sebagaimann dimaksud pada ayat (1) wajib dilakulan
oleh setiap orang.

(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untule Perumalinn dan
Permukiman wajib dilakukan olch Pemerintah Daeral dan/ntan seting
orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian winllh
dilakukan oleh, Pemerintah Daerah, lembagn kemanyarakalan, tlan/atau
badan hukum,

(5) Pemeliharaan prasarana untuk Kawasan Permukiman wall dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, dan/alau badan hukinm

Paragraf 4
Perbaikan

Pasal 57

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum nebagalimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b dilakukan melalui rehabilitnsl
atau pemugaran,

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan olch setiap orang.

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Perumanhan tlan
Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerali dan/atau netlag
orang.

(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wijih
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setinp orang,

(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan Permukiman wafib dilakukan uleh
Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum,

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung Jownb atan
penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahnn Kumuh
dan kawasan Permukiman Kumuh.

(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pnda  ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam RTRW merupakan tanggung Jawaly Pemerintah
Daerah.

)
Pasal 59

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tannh untuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuanal
negara;

konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

peralihan atau pelepasan hak atas tanah olch pemilik tanah,

pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau

milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar,

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksnnakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sy
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BAR VI
PENDANAAN

Panal 60

(1) Pendanaan  dimaksudkan  untuk  menjamin - kemudahan  pembiayaan
pencegnhan  dan  peningkatan  kunlitna  Perumahan  Kumuh - dan
Permukiman Kumuh.

(2) Sumber dana sebagnimana dimaksud pada ayat (1) berasal dovi:

a. anggaran pendapatan dan belanjn negara;

b, anggaran pendapatan dan belanjn daerab; dan/atau

¢. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuni  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIl
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAL
Baginn Kesntu
Umum

Pasal 61

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah  Daerah  melakukan  koordinasi  dengan  Pemerintah  dan
Pemerintah Provinsi,

Bagian Kedun
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan pencegnhan dan peningkatan  kunlitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki
tugas:

a.g merumuskan kebijakan dan strategi  Daerah  serta  rencana
pembangunan Daerah terkait pencegahan dan peningkalan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. melakukan survei dan pendatann skala Daerah mengenai lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

¢. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta sarann dan
prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi
masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarnkat
miskin dan MBR;

g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di
bidang perumahan dan Permukiman; dan

h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan don
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar
Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui
pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah.

T ?»I%I
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Bagan Nevga
Newsdhan Pearenntah Dwenah

Pasal o3

(1) Rewanban Pemenntah Deersh dalam pencegahan techadap tumbeh dan
deckembangmia Perumahan Rumuh dan Permmuliman Kumuh dilakukan
pada tahap
& penganasan dan pengendaban: dan
D pembendavaan masvamiat

1) Kewgpidan Pemenntah Deerah pada tabap pengawasan dan pengendaban
sehagauimana dinaksud pada aeat (1) huruf s mebipan:

2 melaksanakan pengawasan dan pengendaban terhadap kesesuaan
penanan pada tahap perencanaan perumahan dan Permukunan;

b melabsanakan pengawasan dan pengendaban terhadap hesesuaan
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan Permukiman;
dan

¢ melaksanakan pengawasan dan pengendaban terhadap kesesuanan
kelatkan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukuman.

() Kewsyiban Pemenntah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a membenkan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
Kesadaran dan partisipast dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permuliman Kumuh,
melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b, membenkan pelavanan informasi  kepada masvamkat  mengenai
rencana tata ruang, penionan dan standar teknis perumahan dan
Permukiman serta  pembentaan hal terkait upaya  pencegahan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 64

(1) Kewajiban Pemenntah Daemah dalam peningkatan kualitas terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;

b. penanganan; dan

c. i

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;

b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;

c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh melalui keputusan Bupati; dan

d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.

(3) Kewnjiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan

c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan,
dan/atau pemukiman kembali.

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi: I
Syl



27,

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan;

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya
masyarakat; dan

¢. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya
pemeliharaan dan perbaikan,

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
melakukan koordinasi dengan Pemerintah,

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan
nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk
pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.

BAB VII
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 66

(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan
dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yakni:

a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara,
daerah, atau swasta; dan
b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat dikembangkan melalui:

a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial
perusahaan; dan

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan
peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
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Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan
pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan dalam bentuk:
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,

Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan
Permukiman dilingkungannya;

. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,

Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan
dan Permukiman dilingkungannya; dan

. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,

Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan
dan Permukiman dilingkungannya.

(3) Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan,

pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang

diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai
rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan
Permukiman serta pemberitaan hal terkait upaya pencegahan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh.

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 68

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a.
b.

C.

penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh; dan

pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 69

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a,

masyarakat dapat:

A
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berpartisipngi dalam proses pendatann loknsi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survel lapangan dan/atau
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuni dengan
ketentuan yang berlaku; dan

berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang
telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68  huruf a,
masyarakat dapat:

a.

berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksannkan pada
tahapan  perencanaan  penanganan  Perumahan  Kumuh  dan
Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang
berwenang dalam penyusunan rencana penanganan  Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

memberikan  komitmen dalam mendukung pelaksannan rencana
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan
rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan
rencana.

Pasal 70

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf b, dapat dilakukan dalam proses:

a.
b.

Pemugaran atau Peremajaan; dan
Pemukiman Kembali;

(2) Dalam proses Pemugaran atau Peremajaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:

a.

b.

c.

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana pemugaran dan peremajaan;

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik
berupa dana, tenaga maupun material;

membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;

membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan
peremajaan;

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses
pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada
instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat
berjalan lancar.

(3) Dalam proses Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, masyarakat dapat:

a.

b.

c,

berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana Pemukiman Kembali;

membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang
dibutuhkan untuk proses Pemukiman Kembali;
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A membantu menjnga ketertiban dalam pelaknanaan Pemukiman Kemball;

¢ berpartisipant dalam pelaksanaan Pemulkinnn Kemball, balk berupa
dana, tenaga maupun material;

f.  mencegah perbuatan yang dapat menghambat ntau menghalangl proves
pelakasanaan Pemukiman Kemball; dan/ntan

g melaporkan perbuatan sebagaimann dimakaud  pada huruf [ kepada
inatanst berwenang agar proses Pemukiman kembali dapat berjalan
lanecar.

h. melaporkan perbuntan sebagaimann dimakmud pada hurufl {, kepadn
instansl berwenang ngat proses pemugaran dan peremajann dapat
berjalan lancar,

Pasnl 71

Dalam tahap pengelolaan Perumnhan Kumuh  dan Permukiman  Kumuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harufl e, masynraknt dapat:

w. berpartisipasl aktf pada berbagal progeam Pemerintnh Daernh  dalam
pemeliharnan dan perbatkan  di setiap lokasl Perumnhan Kumuh dan
Permukiman Kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktil secarn swadaya dan/atau dnlam kelompok swadayn
masynrakat pada upayn pemeliharaan dan perbafknn baik berupa dana,
tenagn maupun material;

e. menjagn ketertiban dalam pemeliharnan dan perbaikan rumnh  serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan dan Permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapnt menghambat atau menghalangl proses
pelaksannan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau;

e. melaporkan perbuatan sebngaimann dimaksud pada huruf d, kepada
instansi berwenang agar proses pemeliharann dan  perbaikan dapat
berjalan lancar.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 72

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang
mengandung kebijaksanaan dalam berbagal aspek kehidupan masyarakat
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur,

(2) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat
setempat dengan tidak Dertentangan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Semua peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diu ndangkan.

/‘fbﬁ
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Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bulukumba.

PEJABAT PARAF Ditetapkan di Bulukumba
SENDA pada tanggal 23 Agusius 2024
EETE | BUPATI BULUKUMBA,
PEHGUSUL NASKAH |~
KABAG HUKUM |4
KASUBAG | JF J|
=il | UCHTAR ALI YUSUF
Diundangkan di Bulukumba.
pada tanggal 23 Agustus 2024
S S DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINS] SULAWESI SELATAN: B.HKk.08.058. 24.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATIEN BULUKUMBA
NOMOR & TAHUN 2024

TENTANQ

PENCEGAHAN DAN PENINQKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. UMUM

Kabupaten Bulukumba telah mengalami pertumbuhan yang sangal pesat,
mengalami perkembangan di seluruh bidang kegintan, baik dalam bidang
industri, jasa, Permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi,
Seiring dengan perkembangan Kabupaten Bulukumba, maka terjadi
peningkatan area terbangun (buill up area). Perubahan ini menyebabkan
peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan Permukiman. Perluasan
lahan terbangun baik difungsikan sebagai Permukiman, perdagangan maupun
industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas
lingkungan, salah satunya adalah terbentuknya beberapa pemukiman-
pemukiman kumuh, Untuk itu perlu penanganan yang serius dalam
mengatasi permasalahan kumuh di Kabupaten Bulukumba,

Perkembangan Kabupaten Bulukumba yang dinamis membawa pengaruh bagi
perkembangan kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan ini
menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingginya arus
tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah
Kabupaten Bulukumba.

Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya
Perumahan dan Kawasan Permukiman berpotensi menjadikan kawasan
Permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin
tidak layak huni. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak
layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat
perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi
dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah,
kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah
terus meningkat, baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya, Dengan
semakin meningkatnya kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan
perundang-undangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju
pembangunan tanpa disertai pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh
akan semakin menambah beban terahdap pemenuhan lingkungan hidup yang
layak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan Perumahan Kumuh dan
kawasan Permukiman Kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar.
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai
substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan
masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta
pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan.

Sy
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Penataan kawasan Permukiman Kumuh juga telah diamanatkan di dalam
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, di mana dijelaskan bahwa urusan Perumahan rakyat dan Kawasan
Permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan kawasan Permukiman, baik Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan
peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan yang
berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari
Pemerintah Daerah. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Bulukumba ke depan harus ditetapkan lokasinya oleh Pemerintah
Daerah. Legitimasi penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah tersebut akan
menjadi acuan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan

pencegahan dan meningkatkan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan
Permukiman Kumuh.

Dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan asas
desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka
Kabupaten Bulukumba perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan
Permukiman Kumuh, sehingga maksud dan tujuan pencegahan dan
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Bulukumba dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf b

Yang dimaksud wajah jalan adalah merujuk pada
aspek pisual dan estetika suatu jalan atau koridor
jalan, meliputi elemen-elemen seperti desain trotoar,
lampu jalan, tanaman hias, papan nama jalan, dan
pasak bangunan yang ada pada sepanjang jalan
tersebut.

i
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Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud Tempat Pengelolaan Sampah Reuse,
Reduce dan Reycycle yang selanjutnya disebut TPS
3R adalah (mengurangi, menggunakan dan daur
ulang) dengan pendekatan pengelolaan mulai dari
tahapan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan
sampah menjadi kompos.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jales.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf d
Yang dimaksud data tentang sistem proteksi
kebakaran yaitu serangkaian peralatan yang
dirancang untuk mendeteksi, mengendalikan, dan
memadamkan kebakaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
Izin lain berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang dimaksud adalah izin yang
berlaku secara nasional maupun di Kabupaten
Bulukumba dalam pembangunan Perumahan dan
Permukiman.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas. f_;/{_l v _':_ _frilf_‘l_i



Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Penguatan kapasitas kelembagaan adalah
pemberian bantuan teknis berupa norma, standar,
prosedur dan kriteria terkait dengan penanganan
kumuh.
Hurufd
Alternatif  pembiayaan  meliputi swadaya
masyarakat dan tanggung jawab sosial korporasi
(Corporate Social Responsibility).
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Sy
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Ayat (2)

Deliniasi merupakan penentuan garis batas wilayah yang
dapat dilakukan dengan metode survey lapangan, yang
dituangkan dalam bentuk peta batas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup j.elas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perencanaan penanganan adalah
proses yang  sistematis untuk  mengidentifikasi,
merencanakan, dan melaksanakan upaya-upaya untuk
memperbaiki dan meningkatkan kondisi perumahan dan
lingkungan permukiman kumuh.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas,
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47

Culcup jelas. [__#—(“TTW
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Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format isian
identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN

Nama Surveyor b e e et nnn s e b s s S A AR AN SRS e SR S e
Jabatan YT

Alamat T D S e e S e e e
No. Telp.
Harl/Tanggal Survel

Nama Responden
Jabatan L
Alamat iyg—
NO.Telp. & ccccsnsiimssmssnismismmarssn s rissssss siassssss s asa s ssspanassssnsns
Harl/Tanggal Pengislan ........................................................................

Sl
Nama Lokasi b ru e R R B R R S R
Luas Area e P e R e
Koordinat §  dewebsdaneee aaNAENeNEFaSAYBRETLERN PRRG RN 1ANS SULHERARSNAE VRS SHAAS RS SRR ORS
Demografis:
Jumlah Jiwa
Jumlah Laki-Laki :
Jumlah PEeremMpPUaN : wummsmiesssss s i sssmssste sy mssss essissssses sas aes st asamassns
Jumlah Keluarga:
Administratif:
RW HPE AR e s v




Kelurahan 1

Kecamatan :

Kabupaten LT

Provinsi ]
Permasalahan :
Potensi ] .
T|polo gi N
Peta Lokasi t

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesualan bentuk, 76% - 100% bangunan pada lokasl tidak

besaran, perletakan memiliki keteraturan

dan tampilan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak

bangunan dengan memiliki keteraturan

arahan RDTR 25% - 50% bangunan pada lokasl tidak
memiliki keteraturan

Kesesuaian tata 76% - 100% bangunan pada lokasl tidak

bangunan dan tata memiliki keteraturan

kualitas lingkungan 519% - 75% bangunan pada lokasi tidak

dengan arahan memiliki keteraturan

RTBL 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak

memiliki keteraturan
Mohon dapat dilampirkan 1 [oto yang memperlihatkan ketidak-leraturan
bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan
penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan
Nilai KDBrata-rata @  ..ccccooimammmomsssssssssssnns

bangunan

Nilai KLB rata-rata -

bangunan

Kesesuaian tingkat 76% - 100% kepadatan bangunan pada
kepadatan lokasi tidak sesuai ketentuan
bangunan (KDB, 51% - 75% kepadatan bangunan pada
KLB dan kepadatan lokasi tidak sesuai ketentuan

2?;‘,‘};‘,{‘ }rHTdRe ﬁg;:,n 25% - 50% kepadatan bangunan pada
ST lokasi tidak sesual ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan
bangunan pada lokasi.

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

bangunan gedung

yang telah diatur pembang bangunan gedung di atas

Persyaratan ’:I pengendalian dampak lingkungan




i

dan/atau di bawah tanah, alr dan/atau
prnsnrann/sumnn umum

keselamatan bangunan gedung
kesehatan bangunan gedung
kenyamanan bangunan gedung

|_ kemudahan bangunan gedung

Kondlsi bangunan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
gedung pada |__| memenuhl persyaratan teknls
perumahan dan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
permukiman memenuhl persyaratan teknls

25% - 50% bangunan pada lokasl tidak
memenuhl persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesualan dengan
persyaratan teknis bangunan pada lokasl,

Mohon dapat dliamplrkan Dokumen yang menjadl rujukan persyaratan teknls
bangunan

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan 76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan Jaringan Jalan lingkungan
Permukiman yang 51% - 75% area tidak terlayani oleh
dilayani oleh Jaringan jalan lingkungan

Jaringan Jalan 25% - 50% area tidak terlayani oleh
Lingkungan Jaringan Jalan lingkungan

Mohon dapat dilamplirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan Jaringan jalan
lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan _
Jenis permukaan Jalan perkerasan lentur

Jalan : Jalan perkerasan kaku

|| Jalan perkerasan kombinasi

|__| Jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan [ ] 76% - 100% area mem|liki kualitas permukaa
jalan | | yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

51% - 75% area memilikl kualitas permukaan|
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
25% - 50% area memiliki kualitas permukaan
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

L]

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan
jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

1]
1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
Akses aman 76% - 100% populasi tidak dapat
terhadap air mi gak air mi yang aman
(memiliki kualitas 51% - 75% populasl tidak dapat
tidak berwarna, mengakses air minum yang aman
tidak berbau, dan 25% - 50% populasi tidak dapat
tidak berasa) mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang
dapat dlakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kapasitas 76% - 100% populasi tidak terpenuhl
P h kebutuhan alr minum minimalnya

_lg\_fyﬂf_ﬁj
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kebutuhan (60 51% - 75% populasi tidak lcrpunuhll

L/harl) kebutuhan alr minum minlmalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhl
kebutuhan alr minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya
kebutuhan air minum pada lokasi.

1. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier 76% - 100% area tidak tersedia drainase
dan/atau saluran lingkungan dan/atau tidak terhubung
lokal pada lokasi dengan hirarki di atasnya

51% - 75% area tidak tersedia drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya

25% - 50% area tidak tersedia drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan
saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal
dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal
dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Genangan yang lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
terjadi terjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam
dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadi genangan>30cm,
> 2 jam dan > 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan>30cm, >
2 jam dan > 2 x setahun

25% - 50% area terjadi genangan>30cm, >
2 Jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi
tersebut (bila ada).

3. Kualitas Konstruksi Drainase
Jenis konstruksi Saluran tanah
drainase Saluran pasang batu
Saluran beton

Kualitas Konstruksi 76% - 100% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi
drainase yang buruk pada lokasi.

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Sistem pengolahan 76% - 100% area memiliki sistem
air limbah tidak pengelolaan air limbah yang tidak sesual
dai persyaratan teknis

] T TR
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(hbiu /K lomet yany WM 700 e et D wistem

Hdak torhubung P lolaan alr mbal yingg tdak sesial
denpgan tanghd soptik prrayaralan loknls

7 1AL A B0 s ek sistom

penggelolaan alr lbah yug Hidak sosial
prsyatiation lekinis

Mohon dapat ditamphkan 1 dokumen memparihatian / monjeloslian alstom
puuuolul-mn alr limbah |mtlu lokinl,

20 Prasarana  dan Savana Pengololoan Al Llmbah Fidal Sosoa)
Porsyaratan Toknis

Prosarana dan Kloset Yang Terhobuang Dengan Tanghi
Sarana Pengolahan Septik
Ale Limbah yang Ada Tlak Torsedinnyn Sistem Pengolahian
Pada Lokast Llmbah Setempat atou Terpusal
Kotldalseosualan TO% « 100 area mom Il prasacans dan
Prasarana dan snvana pongelolaan ale Dimbah yang tdak
Sarana Pengolab Wi porsyaraton toknly
Alr Limbah dengan S1% - 75 area momilikl prasarana dan
persyaratan teknly sarana pongelolvan ale limbah yang tdak
memenuhl presyaratian teknls
26% « 0% wrea memilkl prasarans din
sirana peogelolaan ale Hmbah yang tidak
momenuhl persyaratan teknls

Mohon dapal dilamplrkan 1 foto yang momperlihatkan kondlsl prasarana
pnnﬂtlluhun alr limbah pntlu lokasl yunu tdak memonuhl plvrnyurnldm tenis,

i L PERSAMPALIAN
1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tldak Sesual Persyaratan Teknls
Prasarana dan - Tempat sampah
Sarana I pengumpul pah (T1S) atau
Persampahan yang TPS 3R
Ada Padn Lokasl “| Sarana pengangkut sampah

Tompat pengolahan sampah terpadu
(TPST) pada skola lingkungan

Ketldaksesuslan [ ] 76% - 100% area memilikl prasarana dan
Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak
Sarana memenuhl persyaratan teknls
Persampahan | 51% - 75% area memilikl prasarana dan
dengan Persyaratan sarana pengelol persampahan tdak
Teknls memenuhl persyaratan teknls

| 25% - 50% area memilikl prasarana dan

sarana pengelolaan pors han tdak

memenuhl persyaratan teknls

Mohon dapat dilampirkan 1 Toto yang memperlihatkan  masing-masing
prasarana dan sarana persampahan pada lokasl yang tidak memenuhl
persyaratan teknis.

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesual Standar Teknls
Sistem 76% - mu% area memilikl slstem

persampahan pengelolaan per pahan yang Udak
(pemilahan, sesual standar teknls

pengumpulan, 51% - 75% area memllikl sistem
pengangkutan, pengelolaan persampahan yang tidak
pengolahan) sesual standar teknls

25% - 50% area memliki sistem
pengelolaan persampahan yang tidak
sesual standar teknls
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Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperiihatkan prasarana dan sarana
persampahan pada lokasi.

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksl Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi
Kebakaran
Lingkungan yang
ada

Ketidaktersediaan
Prasarana Proteksi
Kebakaran

E
:

Pasokan alr untuk pemadam kebakaran
jalan lingkungan yang memadai untuk
sirkulasl kendaraan pemadam kebakaran
sarana komunikasi

data tentang sistem proteksi kebakaran

76% - 100% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memilikl prasarana
proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memilikl prasarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem
Proteksl kebakaran pada lokasi/

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi
Kebakaran

Lingkungan yang
ada

Ketidaktersediaan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
kendaraan peadam kebakaran
mobll tangga

[~ | 76% - 1009 area tidak memiliki sarana

Sarana Proteksi || proteksl kebakaran
Kebakaran 51% - 75% area tidak memiliki sarana
|| proteksl kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki sarana
|| proteksl kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang ber pasokan air untuk pemadaman
di lokasi.
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Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian
tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana
ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

Rondisi Kekumuhan

60— 50 _|Kumuh Berat X[XIXX[X|X
38 =59 [Kumuh Sedang XIX|X[X[X]|X
16 - 37 |Kumuh Ringan X[ X[X[X[X[X

Legalitas Lahan

[ [+)__IswatusLahan Legal [ X X X X X X X X X

) ismu;s Lahan Tidak X X X X X X X X X
Lega

Pertimbangan Lain
11=15 |Pertimbangan Lain| X [X XX XX
Tinggi
6-10 |Pertimbangan Lain XX X|x XX
Sedang
1-5 |Pertimbangan Lain XX X|X XX
Rendah

L [T TTTTTTTTT]

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
¢. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;

2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. Al merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan
status tanah legal;
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2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan
status tanah tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah legal;

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah tidak legal;

5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah,
dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah,
dan status tanah tidak legal;

7. Bl merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi,
dan status tanah legal;

8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi,
dan status tanah tidak legal;

9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah legal;

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah tidak legal;

11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah,
dan status tanah legal;

12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah,
dan status tanah tidak legal;

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi,
dan status tanah legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi,
dan status tanah tidak legal;

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah legal;

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang,
dan status tanah tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah,
dan status tanah legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah,

dan status tanah tidak legal.
EnLarL




Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala
pioritas penanganan, sebagai berikut:

¢ Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
e Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
¢ Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
+ Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
¢ Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
e Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
e Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
* Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5S dan B6;
¢ Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.
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LAMPIRAN 111

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

A. FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan
Bupati mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:

1. Tabel Daftar Lokasi

Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik
koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas
penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan
berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain

2.  Peta Sebaran Lokasi

Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar
lokasi.

3. Buku Profil Lokasi

Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap
lokasiormat kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuhdan
permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut
ini.
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1. Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang
laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Bulukumba berdasarkan penetapan
lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-
UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan
melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 5883);
Al



4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/201
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman

Kumuh;
- T
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan
berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat menggunakan ketentuan Tata Cara
Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

KETIGA ¢ Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bulukumba ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Bulukumba yang merupakan
komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung
Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh,
termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman
Tanpa Kumuh.

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bulukumba meliputi sejumlah

(terbilang .........) lokasi, di ........ (terbilang ........\)
kecamatan, dengan luas total sebesar .........
(terbilang .....) hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh meliputi:

a. daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Bulukumba dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

b. peta sebaran lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini; dan

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.




KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

2 RS
2i aie
3. ...

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba ini, maka
Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melaksanakan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas
pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan
permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal

BUPATI BULUKUMBA,

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)
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3. Peta Sebaran Lokasi

Keterangan Keordinat
(Lintang dan Bujur)

Garls Koordinat

(Lintang dan Bujur)

L
Kepala Daerah
[
E I

{ Judul Peta
e = Skala, Orlentasl, Proyeksl,
Slistem Grid, Datum
1
P 4 Keterangan Sumber Peta
Keterangan I.egcnda |
Lambang dar: Nama
Kabupawn,-‘l(nw

| Tanda Tangan I(epal: Daerah ‘

I Peta Inset |

=

HUPATLWALIOTA

5K

[Tamia Tangre] Mama Lenghap
(Tampa gotar}

et

Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat
dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.
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